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ABSTRAK 
Birokrat dalam menjalankan dinilai baik atau etis jika responsibel dan memiliki keprofesionalan 
atau kompetensi yang sangat tinggi. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangan administrasi publik. Birokrat yang baik atau etis 
adalah birokrat yang akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi etika 
administrasi publik diatas belum cukup untuk menjamin penghapusan pelayanan publik yang 
buruk pada birokrasi publik. Maka dari itu, dalam pelaksanaan tugas administrasi, perlu adanya 
monitoring untuk memantau kinerja para administrator. Namun dalam implementasinya, 
monitoring tersebut tidak harus dilakukan oleh organisasi, tetapi yang paling utama adalah 
pemantauan dari diri sendiri yang mengacu pada nilai dalam kode etik yang disesuaikan dengan 
kondisinya. Selain itu, administrator juga harus memperhatikan nilai rasionalitas yang menyangkut 
efisiensi, efektifitas dan ekonomi. Nilai politik yang berkenaan dengan kesetaraan dan keadilan 
juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan 
pelayanan publik maka sebaiknya seorang administrator tidak hanya menerima atau 
mengimplementasikan nilai-nilai administrasi yang sudah ada secara kaku, namun harus 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Selain itu, kesadaran keimanan dan ketaqwaan 
juga harus dimiliki seorang administrator agar dapat bekerja dengan tulus dan ikhlas serta dapat 
mencegah dirinya dari perilaku yang tidak terpuji 
 
Kata Kunci; Etika Dalam Pelayanan Publik   
 
PENDAHULUAN 
 Setiap masyarakat atau bangsa pasti mempunyai pegangan moral yang 
menjadi landasan sikap, perilaku dan perbuatan mereka untuk mencapai apa yang 
dicita-citakan. Dengan pegangan moral itu mana yang baik dan mana yang buruk, 
benar dan salah serta mana yang dianggap ideal dan tidak. Oleh karena itu dimana 
pun kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peranan etika tidak mungkin 
dikesampingkan. Semua warganegara berkepentingan dengan etika.Sebagaimana 
diketahui, birokrasi atau administrasi publik memiliki kewenangan bebas untuk 
bertindak dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kepada birokrasi diberikan kekuasaan 
regulatif, yakni tindakan hukum yang sah untuk mengatur kehidupan masyarakat 
melalui instrumen yang disebut kebijakan publik. 
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Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perintah (keharusan) 
atau larangan. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan perbuatan 
tertentu yang dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah 
implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain, pendekatan 
yuridis terhadap kebijakan publik kurang memperhatikan aspek dampak dan / atau 
kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Itulah sebabnya, sering kita saksikan bahwa 
kebijakan pemerintah sering ditolak oleh masyarakat (public veto) karena kurang 
mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
suatu kebijakan publik hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai benar – 
salah, tetapi harus lebih dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai baik – buruk. 
Sebab, suatu tindakan yang benar menurut hukum, belum tentu baik secara moral 
dan etis.  
Dalam wacana kebijakan publik, telah lama didengungkan akan makna 
pentingnya orientasi pada pelayanan publik. Titik fokusnya pun terarah pada 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, bukan pada si pembuat kebijakan 
tersebut. Namun demikian semakin dikaji dan ditelaah kedalaman makna dari 
konsepsi pelayanan publik tersebut, maka dalam dunia nyata semakin jauh makna 
hakiki dari pelayanan publik tersebut diimplementasikan secara tepat. 
Organisasi publik (pemerintah) sebagai institusi yang membawa misi 
pelayanan publik, akhir-akhir ini semakin gencar mengkampanyekan dan saling 
berlomba untuk memberikan dan mengimplementasikan makna hakiki dari 
pelayanan publik tersebut, namun demikian di dalam pelaksanaannya masih jauh 
dari harapan yang diinginkan. Secara umum ada dua hal yang sangat berperan 
bagi organisasi pemerintah (birokrasi) di dalam mengimplementasikan konsepsi 
mengenai pelayanan publik tersebut. Yang pertama adalah faktor komitmen untuk 
melaksanakan kebijakan yang sudah ada. Disini birokrasi dituntut untuk 
mempunyai komitmen yang jelas melalui visi dan misi organisasi untuk 
melaksanakan fungsi pelayanan dengan baik. Yang kedua adalah faktor aparatur 
pelaksana (birokrat) yang menjalankan fungsi pelayanan tersebut. Disini setiap 
individu yang menjalankan fungsi pelayanan harus mengacu pada komitmen 
organisasional yang telah dituangkan di dalam visi dan misi organisasi tersebut. 
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Jika kedua hal tersebut dijadikan sebagai acuan di dalam pelaksanaan fungsi 
pelayanan, maka akan membentuk suatu etika yang dijadikan sebagai pedoman di 
dalam setiap perilaku birokrat untuk melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati. 
Isu tentang etika birokrasi di dalam pelayanan publik di Indonesia selama 
ini kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, 
meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan 
publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen 
yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur 
tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu 
elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus 
keberhasilan organisasi di dalam melaksanakan pelayanan publik itu sendiri. 
Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik, mulai dari 
penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai 
pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. 
Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam 
setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut – apakah para aktor telah 
benar-benar mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan-kepentingan 
yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum, 
seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), kebebasan (liberty), 
kesetaraan (equality), dan keadilan (justice), kita dapat menilai apakah para aktor 
tersebut jujur atau tidak dalam penyusunan kebijakan, adil atau tidak adil dalam 
menempatkan orang dalam unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong atau tidak 
dalam melaporkan hasil manajemen pelayanan. 
Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah 
adanya publicinterest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau 
responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara 
profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara 
tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dsb. Padahal, 
kenyataan menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan 
kode etik atau moral secara memadai.  
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Konsep  etika dan pelayanan public 
Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah 
satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak 
dan watak. Filsuf besar Aristoteles, kata Bertens, telah menggunakan kata etika ini 
dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa 
dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens juga mengatakan bahwa di 
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, etika 
dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), 
sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1988), istilah etika disebut sebagai ; (1) ilmu tentang apa yang baik 
dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau 
nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan  (3)nilai mengenai benar dan salah yang 
dianut suatu golongan atau masyarakat.  
Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens berkesimpulan 
bahwa ada tiga arti penting tentang etika, yaitu;  (1) etika sebagai nilai-nilai moral 
dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”;  
(2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan 
“kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali 
disebut “filsafat moral”.  
Pendapat seperti ini mirip dengan pendapat yang ditulis dalam The 
Encyclopedia of  Philosophy yang menggunakan etika sebagai (1) way of life; (2) 
moral code atau rules of conduct, (Denhardt, 1988). Salah satu uraian menarik 
dari Bertens (2000) adalah tentang pembedaan atas konsep etika dari konsep 
etiket. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu 
apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil 
barang milik orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiket 
menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya 
dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku 
dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan 
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tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi 
tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karena itu etiket lebih bersifat relatif, 
dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika 
yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sungguh-sungguh sikap 
bathin. 
Pelayanan Publik dalam arti yang sempit; pelayanan publik adalah suatu 
tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam 
rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun 
melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas 
kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar.Konsep ini lebih 
menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu 
delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di 
bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, 
telekomunikasi, transportasi, bank, dsb.Tujuan pelayanan publik adalah 
menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang 
terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang 
memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. 
Dalam arti yang luas, konsep pelayanan public (public service) identik dengan 
public administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai 
kepentingan publik (Perry, 1989). Dalam konteks ini pelayanan publik lebih 
dititikberatkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti 
policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk 
mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak 
provider yang diberi tanggung jawab.  
Dalam dunia pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan 
profesional standards (kode etik), atau moral atau right rules of conduct (aturan 
berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik 
atau administrator publik.  Berdasarkan konsep etika dan pelayanan publik di atas, 
maka yang dimaksudkan dengan etika pelayanan publik adalah suatu praktek 
administrasi publik dan atau pemberian pelayanan publik (delivery system) yang 
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didasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku (rules of conduct) atau kode etik  
yang  mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan atau sebaliknya yang 
“tidak baik” agar dihindarkan. 
Tingkatan-tingkatan etika dalam pelayanan public 
Persoalan moral atau etika akhirnya tergantung kepada persoalan 
“interpretasi” semata. Hierarki Etika. Di dalam pelayanan publik terdapat empat 
tingkatan etika. 
Etika atau moral pribadi yaitu memberikan teguran tentang baik atau buruk, yang 
sangat tergantung kepada beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, 
keyakinan agama, budaya, adat istiadat, dan pengalaman masa lalu.  
Etika profesi, yaitu serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku 
kalangan profesi tertentu.   
Etika organisasi yaitu serangkaian aturan dan norma yang bersifat formal dan 
tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang 
bersangkutan.  
Etika sosial, yaitu norma-norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota 
masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau 
terpelihara (Shafritz & Russell, 1997: 607-608). 
Adanya hirarki etika ini cenderung membingungkan keputusan para aktor 
pelayanan publik karena semua nilai etika dari keempat tingkatan ini saling 
bersaing.Misalnya, menempatkan orang dalam posisi atau jabatan tertentu sangat 
tergantung kepada etika yang dianut pejabat yang berkuasa. Bila ia sangat 
dipengaruhi oleh etika sosial, ia akan mendahului orang yang berasal dari 
daerahnya sehingga sering menimbulkan kesan adanya KKN. Bila ia didominasi 
oleh etika organisasi, ia barangkali akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang 
berlaku dalam organisasi seperti menggunakan sistim “senioritas” yang 
mengutamakan mereka yang paling senior terlebih dahulu, atau mungkin 
didominasi oleh sistim merit yang berarti ia akan mendahulukan orang yang 
paling berprestasi. Dengan demikian, persoalan moral atau etika didalam konteks 
ini akhirnya tergantung kepada tingkatan etika yang paling mendominasi 
keputusan seorang aktor kunci pelayanan publik. Konflik antara nilai-nilai dari 
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tingkatan etika yang berbeda ini sering membingungkan para pembuat keputusan 
sehingga kadang-kadang mereka menyerahkan keputusan akhirnya kepada pihak 
lain yang mereka percaya atau segani seperti pejabat yang lebih tinggi, tokoh-
tokoh karismatik, “orang pintar”, dsb.  
Implikasi bagi Etika Pelayanan Publik   
Implikasi dari adanya dilema yang diuraikan sebelumnya maka sulit 
memberi penilaian apakah aktor-aktor pelayanan publik telah melanggar nilai 
moral yang ada atau tidak, tergantung kepada keyakinannya apakah tergolong 
absolutis atau relativis.Hal yang demikian barangkali telah menumbuhkan suasana 
KKN di negeri kita. 
Dibutuhkan Kode Etik. Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih 
terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara kode 
etik untuk profesi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa 
kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai 
agama, etika, moral Pancasila, bahkan sudah ada sumpah pegawai negeri yang 
diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut  tidak salah, namun harus diakui 
bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi 
pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu 
sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai 
atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa 
kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya 
dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian implementasi tersebut, kode etik 
tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar selalu sesuai dengan tuntutan 
perubahan jaman. Kita mungkin perlu belajar dari negara lain yang sudah 
memiliki kedewasaan beretika.  Di Amerika Serikat,  misalnya, kesadaran beretika 
dalam pelayanan publik telah begitu meningkat sehingga banyak profesi 
pelayanan publik yang telah memiliki kode etik. Salah satu contoh yang relevan 
dengan pelayanan publik adalah kode etik yang dimiliki ASPA (American Society 
for Public Administration) yang telah direvisi berulang kali dan terus mendapat 
kritikan serta penyempurnaan dari para anggotanya. Nilai-nilai yang dijadikan 
pegangan perilaku para anggotanya antara lain integritas, kebenaran, kejujuran, 
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ketabahan, respek, menaruh perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan 
kepentingan publikdiatas kepentingan lain, bekerja profesional, pengembangan 
profesionalisme, komunikasi terbuka dan transparansi, kreativitas, dedikasi, kasih 
sayang, penggunaan keleluasaan untuk kepentingan publik, beri perlindungan 
terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap sistimmerit 
dan program affirmative action.  
Kedewasaan dan Otonomi Beretika, dalam praktek pelayanan publik saat 
ini di Indonesia, seharusnya kita selalu memberi perhatian terhadap dilema diatas. 
Atau dengan kata lain, para pemberi pelayanan publik harus mempelajari norma-
norma etika yang bersifat universal, karena dapat digunakan sebagai penuntun 
tingkah lakunya. Akan tetapi norma-norma tersebut juga terikat situasi sehingga 
menerima norma-norma tersebut sebaiknya tidak secara kaku.Bertindak seperti ini 
menunjukan suatu kedewasaan dalam beretika. 
Dialog menuju konsensus dapat membantu memecahkan dilema tersebut. 
Kelemahan kita terletak pada ketiadaan atau terbatasnya kode etik. Demikian pula 
kebebasan dalam menguji dan mempertanyakan norma-norma moralitas yang 
berlaku belum ada, bahkan seringkali kaku terhadap norma-norma moralitas yang 
sudah ada tanpa melihat perubahan jaman. Kita juga masih membiarkan diri kita 
didikte oleh pihak luar sehingga belum terjadi otonomi beretika. Kadang-kadang, 
kita juga masih membiarkan diri kita untuk  mendahulukan kepentingan tertentu 
tanpa memperhatikan konteks atau dimana kita bekerja atau berada. 
Mendahulukan orang atau suku sendiri merupakan tindakan tidak terpuji bila itu 
diterapkan dalam konteks organisasi publik yang menghendaki perlakuan yang 
sama kepada semua suku. Mungkin tindakan ini tepat dalam organisasi swasta, 
tapi tidak tepat dalam organisasi publik. Oleh karena itu, harus ada kedewasaan 
untuk melihat dimana kita berada dan tingkatan hirarki etika manakah yang paling 
tepat untuk diterapkan.  
Diantara kita semua ada pihak yang sangat peduli dengan nilai-nilai etika 
atau moral, melakukan pengaduan tentang pelanggaran moral. Mereka adalah 
pihak yang berani membongkar rahasia dan menguji tindakan-tindakan 
pelanggaran moral dan etika. Namun upaya untuk melakukan hal ini kadang-
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kadang dianggap sebagai upaya tidak terpuji, bahkan sering dikutuk 
perbuatannya, dan nasibnya bisa menjadi terancam. Pengalaman ini cenderung 
membuat mereka takut dan timbul kebiasaan untuk tidak mau “repot” atau tidak 
mau “berurusan” dengan hukum atau pengadilan, yang insentifnya tidak jelas. 
Akibatnya, peluang dari pihak- pihak yang berpengaruh dalam pelayanan publik 
terus terbuka untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran moral dan etika. 
Karena itu, dalam rangka meningkatkan moralitas dalam pelayanan publik, 
diperlukan perlindungan terhadap para pengadu, kalau perlu insentif khusus. 
Pentingnya etika dalam pelayanan publik 
Saran klasik di tahun 1900 sampai 1929 untuk memisahkan antara 
administrasi dan politik (dikotomi) menunjukan bahwa administrator harus 
sungguh-sungguh netral, bebas dari pengaruh politik ketika memberikan 
pelayanan publik. Akan tetapi kritik bermunculan menentang ajaran dikotomi 
administrasi – politik pada tahun 1930-an, sehingga perhatian mulai ditujukan 
kepada keterlibatan para administrator dalam keputusan-keputusan publik atau 
kebijakan publik. Sejak saat ini mata publik mulai memberikan perhatian khusus 
terhadap “permainan etika” yang dilakukan oleh para birokrat pemerintahan. 
Penilaian keberhasilan seorang administrator atau aparat pemerintah tidak semata 
didasarkan pada pencapaian kriteria efisiensi, ekonomi, dan prinsip-prinsip 
administrasi lainnya, tetapi juga kriteria moralitas, khususnya terhadap 
kontribusinya terhadap public interest atau kepentingan umum Henry, (1995). 
Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public 
interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena 
pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam 
memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional 
melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai 
siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dsb.  
Padahal, kenyataan menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki 
tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa 
semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela 
kepentingan publik atau masyarakatnya, tidak selamanya benar. Banyak kasus 
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membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan 
struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat 
pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki “independensi” dalam 
bertindak etis, atau dengan kata lain, tidak ada “otonomi dalam beretika”. Alasan 
lain lebih berkenaan dengan lingkungan di dalam birokrasi yang memberikan 
pelayanan itu sendiri. Desakan untuk memberi perhatian kepada aspek 
kemanusiaan dalam organisasi (organizational humanism) telah disampaikan oleh 
Denhardt.  
Kebijakan mengutamakan “putera daerah” merupakan salah satu contoh 
yang populer saat ini.Alasan penting lainnya adalah peluang untuk melakukan 
tindakan yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam pemberian 
pelayanan publik sangat besar. Pelayanan publik tidak sesederhana sebagaimana 
dibayangkan, atau dengan kata lain begitu kompleksitas sifatnya baik berkenaan 
dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik 
pemberian pelayanan publik itu sendiri. 
Kompleksitas dan ketidakmenentuan ini mendorong pemberi pelayanan 
publik mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkan kepada 
“keleluasaan bertindak” (discretion). Dan keleluasaan inilah yang sering 
menjerumuskan pemberi pelayanan publik atau aparat pemerintah untuk bertindak 
tidak sesuai dengan kode etik atau tuntunan perilaku yang ada. Dalam pemberian 
pelayanan publik khususnya di Indonesia, pelanggaran moral dan etika dapat 
diamati mulai dari proses kebijakan publik (pengusulan program, proyek, dan 
kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan), desain organisasi pelayanan 
publik (pengaturan struktur, formalisasi, dispersi otoritas) yang sangat bias 
terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh 
rekayasa dan kamuflase (mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, 
SDM, informasi, dsb.), yang semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak 
transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil, dsb.  
Tidak dapat disangkal, semua pelanggaran moral dan etika ini telah 
diungkapkan sebagai salah satu penyebab melemahnya pemerintahan Indonesia. 
Alasan utama yang menimbulkan tragedi tersebut sangat kompleks, mulai dari 
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kelemahan aturan hukum dan perundang-undangan, sikap mental manusia, nilai-
nilai sosial budaya yang kurang mendukung, sejarah dan latar belakang 
kenegaraan, globalisasi yang tak terkendali, sistim pemerintahan, kedewasaan 
dalam berpolitik, dsb. Bagi Indonesia, pembenahan moralitas yang terjadi selama 
ini masih sebatas lip service tidak menyentuh sungguh-sungguh substansi 
pemenahan moral itu sendiri. Karena itu pembenahan moral merupakan “beban 
besar” di masa mendatang dan apabila tidak diperhatikan secara serius maka 
proses “pembusukan” terus terjadi dan dapat berdampak pada disintegrasi bangsa.  
Reformasi pelayanan publik 
Secara teoritik, reformasi adalah perubahan dimana kedalamannya terbatas 
sedangkan keluasan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat Reformasi juga 
mengandung pengertian penataan kembal;I bangunan masyarakat, termasuk cita-
cita, lembaga-lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita.Kata 
orde sering digunakan untuk menyebut perubahan seperti ini.Lahirnya suatu orde 
jelas menunjukan penrgantian rezime, pandangan politik, dan kebijakannya. 
Perubahan mendasar sejak tahun 1999 adalah Amandemen UUD 1945, 
kekuasaan legislative diselenggarakan oleh dua lembaga perwakilan yaitu DPR 
dan DPD, kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh dua Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi, daerah otonom diberikan kewenangan yang sangat luas, 
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan kebebasan mendirikan 
partai politik. Reformasi diatas merupakan reformasi politik, terutama distribusi 
kekuasaan. Perubahan demikian merupakan syarat mutlak perubahan pelayanan 
public atau perubahan administrasi, sebab dalam ilmu administrasi dikenal sutu 
prinsip When politic end, administrative began.Untuk melakukan perubahan 
pelayanan public, diperlukan perubahn politik, baik mekanisme pengambilan 
keputusan maupun kelembagaan.Secara gradual, perubahan tersebut mengarah 
pada kesimbangan kekuatan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Keseimbangan 
demikian merupakan langkah demokratisasi. Tentunya akan tumbuh kekuatan 
sosial yang melakukan control kekuasaan lebih ketat, seperti organisasi sosial dan 
politik serta media massa. Masyarakat melalui intitusi yang ada akan menuntut 
pertanggungjawaban public dari penyelenggara negara. 
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Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil 
dan merata. Harapan demikian dihubungkan dengan menguatnya control 
masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
Kata reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau primadona yang 
didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dalam 
rangka development, yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan 
clean government.Kita semua tidak menutup mata, bahwa situasi telah berubah, 
dunia sudah mengglobal, sistem dan nilaipun berubah dan juga berkembang.Era 
Globalisasi mengentak kita melakukan penyesuaian dan pemikiran yang strategis. 
Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau 
modernization. Arah yang akan dicapai reformasi adalah; efficiency, efectiviness, 
dan responsiveness concern in their administrative system.  
 Faktor lain yang menjadi masalah adalah begitu sulitnya melakukan 
reformasi pelayanan public. Kondisi ini terkait dengan prilaku dan kompetensi 
aparatur birokrasi.Selain itu belum optimalnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme dalam dunia birokrasi public. Permasalahan ini terkait dengan factor 
sistim, struktur, dan kultur birokrasi (Knott, 1987).  
Menurut Sarundayang (2000), salah satu ciri pemerintahan masa depan 
adalah memiliki akuntabilitas public dalam pemecahan berbagai permasalahan 
pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis sebagai akibat dari 
perkembangan lingkungan strategis. 
Akuntabilitas public sebagai salah satu prinsip utama dalam menciptakan 
tata pemerintahan yang baik merupakan suatu determinan penting dalam 
memperbaiki kinerja birokrasi public (Rakhmat, 2004) 
Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha 
perubahan-perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan 
mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. 
Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk 
mengubah proses prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat 
untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Dari 
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pengertian ini, maka  reformasi ruang lingkupya tidak hanya terbatas pada proses 
dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap 
serta tingkah laku (the ethics being).Hal ini, berarti menyangkut permasalahan  
Asas-asas umum birokrasi pemerintahan yang baik 
Asas umum pemerintahan yang baik tidak berlaku secara universal di 
setiap negara karena adanya perbedaan budaya, kebutuhan masyarakat yang selalu 
berubah, dan masalah yang dihadapi di setiap negara berlain-lainan.Dalam 
konteks negara Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia sepakat bahwa pada 
pemerintahan Soekarno berhasil meletakkan dasar Nasionalisme bagi bangsa 
Indonesia tetapi gagal dalam merumuskan program-program pembangunan yang 
menyentuh rakyat banyak.Pada masa orde baru rakyat mengalami kemakmuran 
dengan dilaksanakannya pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, tetapi 
dalam kenyataannya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi belum dirasakan 
merata oleh masyarakat dan stabilitas telah memasung demokrasi/partisipasi 
rakyat, banyak pelanggaran hak asasi manusia dan menutup akses 
keterbukaan.Lepas dari hal tersebut di atas sesungguhnya masih dapat ditemukan 
asas-asas pemerintahan yang baik. Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang 
baik menurut Wahyudi Kumorotomo dalam buku “Etika Administrasi Negara” 
adalah:  
Prinsip demokrasi 
Pemerintahan dengan prinsip demokrasi pada dasarnya berasas pada 
kedaulatan rakyat.Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang 
mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat yang 
menentukan jalannya negara dan pemerintahan.Di dalam sistem pemerintahan 
yang berasas kedaulatan rakyat, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan 
karena kepentingan rakyat menempati kedudukan yang paling tinggi.Dasar dari 
konsep demokrasi menyangkut penilaian tentang nilai manusia, martabat manusia, 
dan kesamaan di hadapan hukum. Demokrasi mendambakan terciptanya suatu 
sistem kemasyarakatan yang setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang 
sama dan adil. Oleh karena itu dalam pemerintahan dengan prinsip demokrasi, 
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hendaknya setiap aktivitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan 
kepentingan rakyat berjiwa demokrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien. 
Keadilan sosial dan pemerataan 
Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi 
ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan antarkelompok masyarakat kaya 
dengan miskin dan antardaerah/wilayah geografis antara perkotaan dengan 
pedesaan.Oleh karena itu aparat birokrasi agar membuat kebijakan-kebijakan yang 
dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan 
dengan kebutuhan masyarakat kaya dan masyarakat perkotaan. 
Mengusahakan kesejahteraan umum 
Suatu kekuasaan negara legitimate, apabila negara tersebut melalui 
kegiatan-kegiatannya dapat meningkatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. 
Rakyat akan menerima dengan senang kewajiban-kewajiban dari negara yang 
dibebankan kepada rakyat, asalkan dengan kewajiban tersebut rakyat menjadi 
lebih sejahtera. Oleh karena itu, setiap aparat birokrasi pemerintah agar 
mempunyai komitmen yang tulus untuk memperhatikan kesejahteraan kepada 
rakyat. 
Mewujudkan negara hokum 
Mewujudkan negara hukum adalah amanat dari konstitusi. Maksud dari 
perwujudan negara hukum adalah aparatur pemerintah bersama dengan seluruh 
rakyat akan mewujudkan suatu pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. Jadi aparat pemerintah dalam melaksanakan 
tugas pemerintahan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
Dinamika dan efisiensi 
Dinamika hendaknya diartikan sebagai kemampuan adaptasi organisasi 
yang baik sehingga ia sanggup mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat dan dapat menelorkan kebijakan-kebijakan yang tepat. 
Dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas negara merupakan prasyarat untuk 
dapat menciptakan birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat yang berkembang. Di samping dinamika sebagai ukuran 
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kinerja bagi birokrasi pemerintahan, maka ukuran lain adalah efisiensi. Efisiensi 
dalam hal ini diartikan adalah tetap mengutamakan kepuasan dan kelancaran 
layanan terhadap publik, tetapi tetap memperhitungkan pemakaian tenaga kerja, 
prosedur layanan, dan biaya yang dikeluarkan. 
Fungsi Birokrasi Pemerintahan Daerah 
Suatu pemerintah diperlukan karena merupakan konsekuensi logis dari 
adanya perbedan etnis, agama, dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat 
disuatu Kabupaten. Fungsi pelayanan dan pengaturan umum dibidang 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didistribusikan secara 
sentral dan local agar dapat aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun 
terhadap heterogenitas daerah (Sarundjang,2002)  
Secara fundamental pemberian penyelenggaraan desentralisasi pemerintah 
daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan secara berdaya 
guna dan berhasil guna, yang meliputi pemberian pelayanan, peningkatan 
kemampuan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. 
Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran dan fungsi yang 
sangat penting dalam menyatukan masyarakat disuatu daerah tertentu yang 
berfungsi saling menunjang maupun dalam hubungannya dengan aspirasi warga 
masyarakat.Pemerintah daerah pada dasarnya merupakan sarana bagi warga 
masyarakat daerah untuk dapat mencapai kesejahteraan hidup. 
Pemerintah yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara 
member inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kemajuan, member 
pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik kepentingan yang besar serta member 
arahan mengenai cara terbaik untuk mempercepat terwujudnya harapan 
masyarakat akan kesejahteraan sesuai ekonomi. 
Pemerintah daerah memiliki kedudukan penting dan strategis dalam 
rangka mempercepat perubahan masyarakat melalui peningkatan kemampuan 
pelayanan yang lebih baik. Dalam hubungan itu.Hoessein (1999) menyatakan 
bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya paling tidak memiliki 
beberapa karakteristik yaitu;  Pemerintah daerah dibentuk dan dipilih berdasarkan 
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proses pilihan dari daerah itu sendiri dan bukan hanya menunjukan dari 
pemerintah pusat, Pemerintah daerah harus memiliki pertanggungjawaban 
masyarakat, Pemerintah daerah menghasilkan pendapatan dari sekitar pajak, 
Pemerintah daerah sebagai pelayan yang bersifat multidimensional, Pemerintah 
daerah tidak hanya sekedar melaksanakan tugas untuk kepentingan diluar 
daerahnya, Pemerintah daerah harus tanggap, responsive serta memiliki banyak 




Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu 
apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil 
barang milik orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiket 
menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya 
dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku 
dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan 
tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi 
tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karena itu etiket lebih bersifat relatif, 
dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika 
yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sungguh-sungguh sikap 
bathin. 
Dalam pemberian pelayanan publik khususnya di Indonesia, pelanggaran 
moral dan etika dapat diamati mulai dari proses kebijakan publik (pengusulan 
program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan), desain 
organisasi pelayanan publik (pengaturan struktur, formalisasi, dispersi otoritas) 
yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan 
publik yang penuh rekayasa dan kamuflase (mulai dari perencanaan teknis, 
pengelolaan keuangan, SDM, informasi, dsb.), yang semuanya itu nampak dari 
sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil, 
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Diharapkan kepada Birokrasi pemerintahan untuk mengevaluasi bentuk –
bentuk pelayanan yang tidak etis agar lebih meningkatkan kemampuan dalam 
pelayanan dengan berlandaskan pada standar pelayanan yang ada. 
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